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UI'ALIKOTA CIMAHI
PROVINSI JAWA BARAT

PERATIIR.AN DAERAII KOTA' CIMAIII
ISOMOR 16 TAIIUIT 2OI4

TENTANG

PERUBAIIAN ANGGARAT{ PENDAPATAIV DAIT BELAJTJA DAERAH

KOTA CIIVIAIII
TATIUN ANGGARAI{ 2OL4

DTIYGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA TSA

WAI,II(OTA CIMAIII,

bahwa sehubungan dengal perkembangan yang 'tidak sesuai dengan

asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan 5r&n$ hr.cnlebabkan sisa lebih

tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiaya.an dalam

tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belar{a Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ol4;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan

perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (A.PBD) Tahun

Anggaran 2014 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata

cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor

49, rarnbatran Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 3262)

sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

undang-undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umu.m Dan Tata

CaraPerpajakanmenjadiUndang-Undang(I,embaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo9 Nomot 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4999);

undang-Und.ang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Paiak Dengan

surat prt 
"u 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686),

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

eenagihan Pajak Dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran

N"gL. Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.

a
J.



4.

5.

6.

7.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 1 Norlor 89, ll'ambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

undang-undang Nomor 17 . Tahr.rn 2OO3 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a2B6\;

Undang-Undang Nomor 1 Tahurl 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Und.angNomor2'Tahun2oo4tentangSistemPerencanaan
fembangunan Nasional (tembaran Negara Republik indonesia Tahr'rn 2004

Nomor 104, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(l,embaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 125, Tambahan

l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 48aal;

undang-t-Indang Nomor 33 Tatrun 2oo4 t€ntang Ferimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor aa38);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2oo9 tentang Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ca9):

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukarr Peraturan

Perund.ang'.,,rd'ogt" (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 201 l

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5%a\;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tenlang Majelis Permus-v*awaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakil':r Daerah Dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O14 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s568);

13. peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Feraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Pera.turan

Pemerintah Nomor 22 Talt:un 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas
peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 7977 tentang Peratu;:an Gaji Pegawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Non'ror 57);

109 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Wakil Kepala Daerah (l,embaran Negara

Nomor 210, Tambahan Lemtraran Negara

8.

9.

14. Peraturan Pemerintah Nomor

Keuangan KePala Daerah Dan
Republik Indonesia Tahun 2000
Republik Indonesia Nomor aO28);



ls.PeraturanPemerintahNomor24Ta6un2oo4tentangKedudukan
ProtokolerDanKeuanganPimpinanDanAnggotaD'wanPerwakilanRalryat
Daerah (t embaran Nigara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,

TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor4l|6)sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhi.J.rrg"r, Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun2o0TtentangPerubahanKetigaAtasPeraturanPemerinta,hNomor
24Tahun2oo4tentangKedudukanProtokolerDanKeuarrganPimpinan
Dan Anggota Der /an perwakilan n.fr"t o""rah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, iambahan Lembaran Negara Pepublik

Indonesia Nomor aTl2);

16.PeraturanPemerintahNomor23Tahun2005ten.tarrgPengelolaaan
KeuanganBadanLayananu.,*(LembaranNe8araRepubliklndonesia
Tahun2005Nomor4g,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor4(o2)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah
NomorT4Tahun2ol2tentangrerubahanAtasPeraturanPemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaaan Keuangan Badan Layanan

Umum1I,"*tu,*NegaraRepubliklndonesiaTahun2012Nomor1171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);

lT.PeraturanPemerintahNomor55Tahun2o05terrtangDat:aPerimbangan
(Lembaran N";;;; R;p"blik- indonesia rarrun 2OO5 Nomor 137 ' Tambahan

Lembaran Nefa'a nepuUtit< Indonesia Nomor a575\;

18.PeraturanPemerintahNomor56Tahun2005tentangSistemlnformasi
KeuanganDaerah(Lembaranlo.g*uRepublik.IndonesiaTahrrn2005
Nomor 13g, Tambahan Lemb*uo-fr"grra Republik Indonesia Nomor 4576i

sebagaimana telah diubah a"rrgurr-p"?atura:a Pemerintah Nomor 65 Tahun

20lotentangPerubahanatasperaturanPemerintatrNomor56Tahun2oo5
tentang sistem Informasi n""*ui-oa"rat (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomot 1i0; iambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

lg.PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentangPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran NtSt" Republik 

-Indonesia 
Tahun 2O05

Nomor 140, Tambahan Lembarrn N-"gur. Republik Indonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

PenyusunanDanPenerapanStandu,euuy"',u,,Minimal(LenrbaranNegara
Republik fnOonesia Tahun ZOOi tlomo, i50, Tambahan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a585);

2l.PeraturanPemerintahNomorT3Tahun2oo5tentangKelurahan(Lembaran
Negara *.p"t[ft *do"tti" taf'ut'looS Nomor 159' Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor a588);

22. peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan

PengawasanAtasPenyelengguuunPemerintahanDaerah(I,embaranNegara
Republik tnJonesia Tahun zooi Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara

RePublik Indonesia Nomor a593);

23.PeraturanPemerintahNomor8Tahun2o06tentangPelaporarrKeuangarr
Dan Kinerja Instansi pemerintJ (Lembaran N-ega"a Republik lndonesia

Tahun 2006 Nomor 2s,r.r.rrut.. Lembaran Negara Republik lndonesia

Nomor a6V);



24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahnn 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilal
Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
a693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kola (Lembaran IYegara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47371;

Peraturan Femerintah Nornor 39 Tahun 2OO7 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
83, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor a'ftSl;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2oo7 tentang organisasi perangkat
Daerah (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4T4L);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Ranrtuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun
2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pernerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5351);

Peraturan Pen:erintah Nomor 16 Tahua 2O7O tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 'fenta.ng Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lemba.ran Negara Republik
Indonesia Nomor 510a);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OlA tentang Tata Cara
Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik
indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 1,9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O11 Nomor 44, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor a2091;

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian
Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

25.

27.

26.

28,

29.

30.

31.

32.



JJ.

J+.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516s);

Peraturan Femerintah Nomor 3o rahun 2011 tentang Finjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 N;or 59, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Ind.onesia Nomor 52 19);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerair
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang /
Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir clengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2A12 &ntang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor s4 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 533a);

38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2oo6 tentang pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa tJl aiuUatr
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomgr 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

39' Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 16 Tahun 2ii7 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan peraturan Daerah rentang Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah Dan Rancangan peraturan Kepala Daerah rentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagairnana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancarlgan peraturan
Kepala Daerah Tentang penjabaran Anggaran pendapatan Dan Belanja
Daerah;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2oo7 tentang pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2l rahun 2oo7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, penganggaran Dan
Pertanggungiawaban Penggunaan Belanja penunjang operasional pimpinan
Dewan Per-rvakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengembalian'Iunjangan
Komunikasi Intensif Dan Dana Operasional;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang pedoman
Tata cara Penghitungan, penganggaran Dalam Anggaran pendapatan Dan
Belanja Daerah, Pengaj'uan, penyaluran Dan Laporan perta,ggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 24 'fal-tun 2OO9
tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran Dalam Anggaran
Fendapatan Dan Beianja Daerah, pengajuan, penyaluran Dan t aporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai politik;



45.

46.

43.

44.

49.

50.

51.

52.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata

Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah Dan'Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012

Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahrun 2Al3
Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belar,rja Daerah

2014;

47. Petaturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun

2OO8 Nornor 86 Seri D);

48. peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyertaan

Modal Daerah (Lembaran Daerah Kota cimahi Tahun 2006 Nomor 64

Seri E);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2OO7 tentang Penyertaan

Modal Pemerintah Kota Cimahi Pada PT. Bank Jabar: (L,embara.n Daerah

Kota Cimahi Tahun 2007 Nomot 77 Seri A);

peraturan Daerah Kota cimahi Nomor 7 Tahun 2008 tentang sekretariat

Daerah Dan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota

cimahi (Lembaran Daerah Kota cimahi Tahun 2008 Nomor BB Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota cimahi

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan

Ferwakilan Rakyat Daerah {DPRD) Kota cirnahi (Lerflbaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 201L Nomor 114 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota cimahi Tahun 2008 Nomor 89 Seri D)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota cimahi
Nomor 8 Tatrun 2oo8lentang Dinas Daeratr Kota Cimahi (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 115 Seri D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Lembaga

Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota cimahi

(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 90 Seri D) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

Kota cimahi Nomor 9 Tahun 2OO8 tentang Lembaga Teknis Daerah Dan

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi (l,embaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2012 Nomor 148 Seri D);

tentang Pedoman

tentaltg Pedoman
Tahun Anggaran



Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi

Pamong Praja Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008

Nomor 9i Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satu:.i Polisi Pamong Praja

Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 117 Seri

D);

Peraturan Daerah Kota Cimatri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan
Dan Kelurahan Di Kota cimahi (L,embaran Daerah Kota cimahi Tahun 20o8

Nomor 92 Seri D) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Cimahi Nomor 5 Tahun 2012 tentarrg Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan Dan Kelurahan Di

Kota Cimahi (l,embaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2012 Nomor 142 Seri

D);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyertaan

Modal Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2011 Nomor 45 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2AL2 Enlang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor i2 Tahun 2012 tentang

Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (l,embaran Daerah

Kota Cirnahi Tahun 2012 Nomor 147 Seri A);

Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2Ol2 terrtang Pembentukan
organisasi Dan Tata Kerja sekreta.r'iat Dewan Pengurus Korps Pegawai

Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota

Cimahi Tahun 2012 Nomor 143 Seri D);

57. peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok
pengelolaan Keuangan Daerah (tembaran Daerah Kota Cimahi Tahun

2013 Nomor 158);

5g. peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2Ot4 ter.tang Anggaran
pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah

Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 173);

Dengan Persetujuan Bersama

DTWATV PERUTAIilLAN RAI{YAT DATRAH I(OTA CIMAHI

dan

WALIKOTA CIMAIII

MEMUTUSI{AN:

Menetapkan :I,ER.ATURAN DAEBIIII TENTANG PTRUB.AIIAII AITGGARAII PENDAPATAN

DATiI BTLAI{JA DAERAII I(OTA CIMAHI TATIT'II AilGGARAII 2OI'4

Pasal I

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL4 semula berjumlah

np.l. LT4.288,414.Q30,86 bertambah / (berkurang) sejumlah Rp. 107.964,003J72,00 sehingga

menjadi Rp 1.282.252.4L7.802,85 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.036.914.O47.974,86

b. Bertambah/ (berkurang) RP.

53.

54.

55.

56.

Jumlah pendapatan setelah perubahan
94.688.071.369,00

Rp. 1.131.602.113.343,86



2. Beianja
a. Semula
b. Bertambah/ (berkurang)

Jumlah belanja setelah perubatran

Surplus/ (Defisit) setelah perubahan

3, PembiaYaan
a. Penerimaan

1i Semula

Rp. 1.t74.288.414'030,86
Rn 1O7.964.003.772,00

Rp. i41.255.356;056,O0

L.282.252.417.802,86

(150.650.304.459,00)

Rp. rs4.531.288.459,00

Rp. 3.880.984.000,00

Rp. 150.650.304.459,00

Rp. o,oo

96.904.518.375,86

L3.798.a34.600,00

Rp.

Rp.

2i Bertambah/ (berkurang) Rp' - - 13'2'l5'eits.27Ep32_.403,OO

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp.
Rp.
perubahan

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

b. Pengeluaran
1) Semula
2) Fiettarnbah/ (berkurang)

Jumlah Pengeluaran setelah

3.8SO.984.000,0o
0.00

(1) PendaPatan Daerah

a. PendaPatan Asli
1) Semula

pendapatan :

a. Pajak Daerah
1) Semuia

2) Bertambah/ (berkurang) RP' 25.435.064.L45,75

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 2O7.8'29.160.605,86

b. Dana Perimbangan sejumlah
1) Semula Rp. 628.654.004.835,00

2) Bertambah/ (berkurang) RP' 4.266.571.742,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 632.920.576,577,00

Pasd 2

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Daerah
RP. 182'394'096'460'17

Rp. 86.300.601.041,1 1

10.603.9 17 .334,75
2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah pajak daerah setelah perubahan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah

1) Semula RP ' 225'865'940'679'75

2) Bertambah/ (berkurang) Rp' -6a'986'a3-5'a81'?E
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah

perubahan RP' '290'852'376'161'00

(2) pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

b. Retribusi Daerah
1) Semula
2) Bertbmbah/ (berkurang)

.Iumlatr retribusi daerah

Rp. 17.643.52'7 '879,00
Rp. , (3'8a5'493'2'79'09

setelah Perubahan

c. Hasil pengeloiaan kekayaan daerah yang dipisahkan

t) Semula Rp. 7 .120.225.840,00

2) Bertambah/ (berkurang) RP: 1.002.174. i60,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah Perubahan
Rp. a.l22.400.ooo,oo



d. Lain-lain pend.apatan asli daerah yang sah

1) Semula RP'

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah tain-lain Pendapatan
setelah Perubahan

7L.329.747.700,o0
t7 .674.465.930,00

asli daerah Yang sah

(3)

Rp.

pada ayat (1) huruf

89.OO4.207.630,00

b terdiri dari jenis
Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud
pendapatan :

a. Dana bagi hasil
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah dana bagi hasil

b. Dana alokasi umum
1) Semula

c. Dana alokasi khusus
1) Semula

b. Dana Darurat
1) Semula

c. Dana Bagi Hasil Pajak
1) Semula

55.368.719.835,00
4.266.577.742,OO

Rp.

Rp,

setelah perubahan

Rp. 537.371.615.000,00

Rp. 59.635.291 .577,OO

2) Bertambah/ (berkurang) RP' 0.00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 537.371.615'000,00

Rp. 35.913.670.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 35.913.670.OO0'OO

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri

darijenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula RP'

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah hibah setelah Perubahan

0.00

0,00
0,00

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah dana darurat setelah perubahan

0,00

0,00

Rp 141.501.002.000,00

Rp. 0,00
0,00

Rp.

Rp.

e.

Rp. 8t.254.799.592,75

2) Bertambah/ (berkurang) RP' 9.099.934.197 ,25
90 354.133.790,00

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 744.611.74L.087,0O

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelatr

perubahan

BantuankeuangandariProvinsiataudaripemerintahdaerahlainnya
1) Semula RP. 0'00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp' 56'275'250'000'-00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau dari

pemerintah daerah lainnya setelah perubahan Rp' 56'275'25A'000'00

.110.739.087,00



Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah dana alokasi cukai perubahan

g. Pengembalian Dana dari Pusat

2.721.990.371,00

li Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/ (berkurang) RP. 0,00

Jumlah dana alokasi cukai perubahan 0,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula RP. 604.608'809'392,40
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 20.588'741'52O'00

Jurnlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp' 625. 197.550.912,00

b. Belanja Langsung
li Semula Rp. 569.679.604.638,86
2) Bertambah/ (berkurang) RP' 87.375.262.252,OO

Jumlah belanja iangsung setelah perubahan

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud
belanja:
a. Belanja Pegawai

Rp. 657.054.866.890,86

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

1) Sernula RP' 5AO,L27.324,8L7'OO
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 20.522.266.295,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 600.649.591,112,00

Belanja Bunga
1) Semula Rp. 7.024.100.375,00
2) Bertambah/ (berkurang) RP 25.475.225,OO

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan

Rp.

Rp.

Rp.

Rp.

1.049.575.600,00Jumlah belanja bunga setelah perubahan

Dana Alokasi Cukai
1) Semula

Belanja Bantuan Sosial
1) Semula

0,00
2.721.990.371,00

Rp.

Rp.

(21

Belanja Subsidi
1) Semula RP.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah belanja subsidi setelah perubahan

d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 20.669.7|O.5OO,OO

2) Bertambah/ (berkurang) RP, o,00

Jumlah belanja hibah setelah perubahan

b.

c.

e.

f.

0,00
0,00

Rp,

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

Belanja Bagi Hasil
1) Semula RP.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

505.840.000,00
0,oo

0,00

20.669.7 r0.500,00

505.840.000,00

0,00
0,00

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 0,00



c Belanja Bantuan Keuangan
1) Sernula Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

781.833.700,00
41.OOO.OOO.OO

Jumlah beianja bantuan keuangan setelah perubahan Rp. 822.833.700,00

h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.
1.500.000.000,00

0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari.jenis belanja :

a. Belanja Pegawai
1) Semula Rp. 61.596.202.800,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 9.270.127.850,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa

Rp. 70.866.330.650,00

1) Semula Rp. 314.026.339.398,86
2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 25.901.464.053,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

c. Belanja Modai

Rp. 339,927.803.451,86

1) Semula Rp.
2) Bertambah/ (berkurang) Rp.

Jumlah penerimaan setelah perubahan

Rp. 246.260.732.789,0O

Rp. 154.531.288.459,00

L54.531.288.4s9,00

0,00

194,057.062.440,00
52.203.670.349,00

Jumlah belanja modal setelah perubahan

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1) Semula Rp. 141.255.356.056,00
2) Bertambah/ (berkurang) RP. 13.275.932.403,00

b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 3.880.984.000,00

0,002) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 3.880.984.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa l€bih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula RP.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

i41.255.356.056,00
13,275.932.403,00

Jumiah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA) setel,ah perubahan Rp.

b. Pencairan dana cadangan
1) Semula RP.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

0,00
0.00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp.



c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
1) Semula Rp.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah
dipisahkan setelah Perubahan

d. Penerimaan pinjaman daerah
1) Semula RP.

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

1) Semula Rp.

2) Berlambah/ (berkurang) RP.

Jumlah penerimaan kembali
setelah perubahan

pemberian pinjaman

0,00
0,00
yang

0,00
0,00

Rp. 0,00

0,00

0,00

0,00

Jumlah penerimaan prnjaman daerah setelah perubahan Rp'

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
0,00
0;00

Rp.

f. Penerimaan piutang daerah
1) Semula

a. Pembentukan dana cadangan
1) Semula
2) Bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pembentukan
perubahan

Rp. 0,00

2) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jum1ah penerimaan piutang daerah setelah perubahan
0,00

(3) pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

0.00

Rp.

Rp.
Rp.

0,00
0,00

dana cadangan setelah
Rp.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
0,002) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
setelah perubahan RP'

c. Pembayaran Pokok utang
1) Semula Rp. 2.880.984.000,00

0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan

d. Pemberian pinjaman daerah
1) Semula Rp. 0,OO

0,002) Bertambah/ (berkurang) RP.

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

2) Bertambah/ (berkurang) RP'

1.O00.000.000,00

Rp. 2.880.984.000,00

0,00Rp.



Pasal 5

Belanja Tidak Terduga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan

keadaan darurat dan mendesak yang sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

(1) Bukan merupakal kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat

diprediksi sebelumnya;

(2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

(3) Berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

(4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggarall dalam rangka pemulihan yang

disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

d,imaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. l,ampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran rV 
5:::S::lT*;:Hr i:#:,",enurut 

urusan pemerintahan Daerah'

s r'ampiranv ffi#;ffi ,:rmL"#fffr #Hr.JT*r.'":T,ffH'*,:ffi
Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per 'Jabatan;

T. Lampiran vII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelurnnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

8.LampiranVlllDaftarpinjamandaerahdanobligasidaerah.

Pasal 7

walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan clan

Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan'

Pasal 8

peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi'

Ditetapkan di Cimahi
i"ii,rliesa ao 9e.llu-^bo: Lort

WAI,II(OTA CIMAIII,

ATTT SIIHARTI
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PEMERINTAH KOTA CIMAHI

RTNGKASAN PERUBAI,{AN.APBD

TAHUN ANGGARAN 201/r

Halaman : 1-1

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah
Hasil Pajak Daerah
Hasil Retribusi Daerah
Hasil Pengetotaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan

Lain-lain pendapatan Asti Daer:ah yang Sah
Dana Perimbangan

Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil Bukan pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
LeinJain pendapatan Daerah yang Sah
Dana Bagi Hasil pajak dari prcvinsi
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
Bantuan keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
DanaAlokasi Cukai
.,[,MLAH PENDAP"ATA.N

BELANJA DAERAH
BELANJA TIDAK LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI

Belanja Bunga

Belanja Hibah

iiilanja' liantuan Sosiai
Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota Dan pemerintah
Desa

Belanja Tidak Terduga
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGATAIT'

BELANJA MRANG DAN JASA
BELANJA MODAL

JUMLAH BELANJA

SURPLUS(DEFtstT)

PEMBIAYAAN DAEMH
Penerimaan pembiayaan Daerah
8lr. Labrh parhltungtn Anogar:tn Oaerah
Trhun Scbelunulya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBTAYAAN
Pengeluaran pembiayaan Daerab
Pgnycrtaan Modal. (lnvestasi) peqpfl4tah
Daerah

Pembeyaran pokok Utang
JUMLAH PENGELUAMN PEMBIAYAAN
PEMBIAYAAN NETO
slAA LEBI}I P€MBIAYAAX AN6(|ARA!,I

182.394.096.460,11

86.300.601.041,11

17,843.527.879,oa

7.120.225.840,00

71.329.741.700,00

628.654.004.835,00

55,368.719.835,00

35.9r3"670"000,00

81.254.199.592,75

1U.611.741.087,00

.036.91.{.041.974,86

,r7.3,288.4i4.030,0e
604.608.809.392,00

580.127.324.817,00

1.024.100.375,00

30$.s,{0.t 00,t 6

781.833.700,00

194.057.052.440,00

174.288.414.030,86

(137.374.s72.0s3

137.371.372.0s6,00

141 .265.356.066 tOO
I'1i.2!5.35e.OgB,OO

141255.358,056,00

3.880.984,000,00

1.000.000.000,00

2.880.984.000,00

3.880.984.000,00

737.3t1.372.O58,OO

1.500.000.000,00

569,679.80,1.G38,86

61.596.202.800,00

314.026.339.398,86

.t 3,t.802.113.341t,88

207.829.t60.605,86

96.904.518375,86

13.798.034.600,00

8.122.400.000,00

89.004.207.630,00

632.020.575.577,00

59.635.291,577

537.371.5r5.000,00

210,952,37Q.161,00

90.354.133.790,00

,41.501.002.000,00

56.275.250.000,00

2,721.950.371,OO

I31.602.113.343;86

625.197.550.912,00

600.649.591.112,00

1.049.575.600,00

20.669.710.500,00

822.833,700,00

t.500.000.000,00

657.054.866.890,86

339.927.803.451,86

246.260.732.789,00

150.650.30,t.459

15a.t31.288.489,00
164,531.2S8.459,00

154.&r1.288.459,00

1.000.000.000,00

2,880.084.000,00

3.880.984.000,00

94.680,071.360,00

28.435,0G1.148,75

10.603.9't7.334,75

1.002.174.160,00

17.674.455.930,00

4.266.571.742,00

1.268.571.742,G0

64.986,435.d81,25

9.099.934.197,25

(3.110.739.087

56.275.250.000,00

2.721.990.371,00

94,688.071.369;00

107.s81,OO3.772,O0

20.s88.741.520,00

20.522.266.295,00

41.000.000,00

87,375.262.252,0A

9.270.127.850,00

52"203.670.349,00

107.964.003.772,00

13.275.932,403,00

1t,276,932.403,00
13,276.S32.403,00

13.275.932.403,00

't 3.275,932.403,00

WALIKOTA CIMAHI

ATTYSUHARTI


